ABSTRAK

Dalam prakteknya, pelaku usaha yang menggunakan kios di pasar
membutuhkan modal tambahan, salah satu caranya adalah mengajukan kredit di
bank. Masalahnya, pelaku usaha itu hanya memiliki sertifikat Hak Pemakaian
Tempat Usaha (HPTU) saja. Berkaitan dengan itu, penting dilakukan penelitian
apakah HPTU itu termasuk hak primer atau hak sekunder, kemudian lembaga
pembebanan apa yang tepat untuk kredit dengan jaminan HPTU tersebut.

Penelitian ini  menggunakan metode normatif dengan pendekatan
penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undang (statue
approach). Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum berupa bahan hukum
primer diantaranya adalah peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum
sekunder diantaranya berupa buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan
bahan hukum tersier diantaranya adalah meliputi kamus hukum dan kamus
Bahasa Indonesia. Dilakukan analisis bahan hukum dengan cara dilakukan
penyusunan dan pengkategorian secara sistematis terhadap bahan hukum yang
digunakan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Hak Pemakaian Tempat Usaha
(HPTU) termasuk hak sekunder karena merupakan hak atas tanah dari pihak lain
yaitu Pengelola Pasar. Meskipun Pengelola Pasar memperoleh hak pengelolaan
atas tanah Negara, namun hak pengelolaan tersebut telah dibagi-bagi menjadi kios
dan pengguna kios memperoleh hak yang disebut hak pemakaian tempat usaha
(HPTU). Lembaga pembebanan yang tepat untuk kredit dengan jaminan Hak
Pemakaian Tempat Usaha (HPTU) adalah jaminan fidusia edisi baru atau jaminan
tidak bernama yakni dibuat perjanjian jaminan secara otentik tentang pemindahan
penggunaan HPTU kepada kreditur. Apablia debitur wanprestasi maka kreditur
dapat mengalihkan/memindahkan HPTU kepada pihak lain. Hasil dari
pembayaran HPTU oleh pihak ketiga tersebut itulah yang digunakan sebagai
pelunasan bagi kredit atau hutang debitur.

Kata kunci: Hak Pemakaian Tempat Usaha — Hak Sekunder — Hak Jaminan

Vi



ABSTRACT

In practice, business actors who use kiosks in the market require additional
capital, one way is to apply for credit at the bank. The problem is, the business
actor only has a certificate of Right to Use of Business Place only. In this regard,
it is important to research whether the Right Use of Business Place is a primary
right or a secondary right, then what agency of burden is right for the loan
guaranteed by the Right to Use of Business Place.

This study uses a normative method with a research approach that is used
is a statutory approach. In this study, legal materials are used in the form of
primary legal materials including related legislation, secondary legal materials
including books, articles, journals, research results, papers and tertiary legal
materials including legal dictionaries and Indonesian language dictionaries.
Analysis of legal materials is carried out by systematically compiling and
categorizing legal materials used.

The results of the study show that the Right to Use Place of Business is a
secondary right because it is a land title from another party, namely the Market
Manager. Although the Market Manager has the right to manage state land, the
management right has been divided into kiosks and the kiosk user has the Right to
Use Place of Business. The appropriate charging agency for credit guaranteed by
the Right to Use Place of Business is a new edition of fiduciary guarantee or an
unnamed guarantee, namely an authentic guarantee agreement is made regarding
the transfer of the use of Right to Use Place of Business to creditors. If the debtor
defaults, the creditor can transfer/transfer the Right to Use Place of Business to
another party. The result of the Right to Use Place of Business payment by the
third party is used as payment for the debtor's credit or debt.

Keywords: Right to Use Place of Business — Secondary Rights — Guarantee Rights
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